
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 80 TAHUN 2022 

TENTANG 

KODE ETIK PELAYANAN PUBL K PER ZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SA U PINTU DAN 

TENAGA KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menim ang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam u p aya untuk meningkatkan ku alitas 
pelayanan perizinan di Lingkungan Dinas Pen a naman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Te a ga Kerja 
Kabupaten Tasikmalaya dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik (Good Governance) serta 
memberikan perlindungan bagi masyara k t dari 
penyalahgunaan wewenang dalam member·kan pelayanan 
perizinan diperl k an kode efk pelayanan perizinan di 
lingkungan Dinas Penanaman Mo a I, Pe y n Terpadu 
Satu Pint dan Tenaga Kerj a Kabupa ten Tasik malaya; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud 
pada huruf a , perlu ditet pkannya Perat ran Bupati 
tentang ode Etik P layanan Publik Perizin an dan 
Nonperizin an P nanaman Modal pada Din as Penanaman 
Modal, Pel yanan Terp du S tu Pin t dan Tenaga Kerja 
Kabupat n Tasikmalaya. 

1. Undang-Undan g 
Pemben tukan 

Nom or 14 Tahu n 1950 
Daerah-Daerah Kabupaten 

tentang 
dalam 

Lingkungan Propinsi jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950), sebagaimana telah di bah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan abupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
42); 

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

4. Undang Un dang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t entang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Ta mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 14 Nomor 244, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa k ali diubah terakhir dengan Un dang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pem erintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 6757); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 201 8 tentang 
Pelayanan Perizin an Berusah a Terintegrasi secara 
E lektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 9 0, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indo sia omor 6215); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian 
Layanan Tertentu Di Lingkungan Pem erintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2016 Nomor 
126); 

9. Peraturan Daerah Tasikm alaya Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 201 1 Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 
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11. Peraturan Bupati Tasikrnalaya Nomor 119 Tahun 2021 
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan 
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikrnalaya Tahun 2021 Nomor 119). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PELAYANAN 
PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN 
MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJ A KABUPATEN 
TASIKMALAYA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksu d dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikrnalaya. 
3. Pemerin tah Daerah adalah P m erintah Kabupaten Tasikmalaya. 
4 . Sekr taris aerah a dalah Sekretaris Daerah Ka bupa ten Tasikrnalaya . 
5. Pela anan Terpadu Satu P·ntu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 

kegi tan pen elenggaraan penzlnan dan n onperizinan berd sarkan 
pendelegasian danl atau pelimpahan kewenangan dari Bupati dan I atau 
Badan danl a tau Lembaga danl a tau Instansi yang mem iliki kewenangan 
perizin an yang proses pengelolaanny a mulai dari tahap perm ohona n sampai 
ke tahap terbitnya doku m en izin dan nonperizinan yang dilakukan dalam 
satu t m pat. 

6. Perangka t Daerah a dalah Perangkat Daerah yang m em punyai tugas dan 
fungsi di bidang p elayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 
pintu. 

7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Tasikrnalaya yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTK adalah 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KeIja 
Kabupaten Tasikmalaya. 

8. Kepala DPMPTSPTK adalah Kepala DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya. 
9. Penyelenggara PTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang perizinan dan nonperizinan serta penanaman 
modal. 

10. Izin adalah dokumen yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang 
ditunjuk berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang 
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan. 

11. Perizinan adalah pemberian legalitas dari Bupati danl atau pejabat yang 
ditunjuk kepada seseorang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan tertentu, 
baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar danl atau tanda daftar usaha 
termasuk legalisasi pertelaan dan sertifikasi. 
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12. Kode Etik Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah 
norma perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam proses 
Pelayanan Perizinan di PTSP. 

13. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat 
lain yang diberikan wewenang untuk menghukum. 

BAB II 
KODE ETIK 

Pasal2 

(1) Dalam Penyelenggaraan PTSP waj ib diterapkan etika pelayanan. 

(2) E ika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaka n sikap 
a para tur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizin a ndan 
N onperizinan. 

Pasal 3 

(1) Etik pelayanan sebagaimana dimaksud d alam Pasal2 meliputi: 
a. d isiplin 
b. cepat 
c. tega s 
d. s pan 
e. ramah dan sim patik 
f. adil/tidak d iskrimina tif 
g. ter buka dan jujur 
h. I yal 
1. sabar 
J. ke a tuhan 
k. tela dan 
1. komu n ikatif 
m. kreatif 
n. bertanggungjawab 
o. obyektif 

(2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara 
hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan 
ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan 
moralitas serta tidak melanggar k etentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi 
kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan 
jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan. 

(4) Tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan 
cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan 
nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan. 

(5) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan 
cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika 
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dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna Jasa 
layananPerizinandan Nonperizinan. 

(6) Ramah dan simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang 
manis dan perbuatan yang menyenangkan dalarn melaksanakan pelayanan 
Perizinandan Non perizinan. 

(7) Adil/ tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sarna terhadap 
pengguna layan an. 

(8) Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ru g dilakukan 
dengan cara m emberikan informasi ten tang materi, data dan proses 
pe ayanan yang jelas dan benar. 

(9) Loyal sebagaimana d im aksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan 
ca a m elaksanakan perintah atasan da n wajib melaporkan secara cepa t dan 
ben ar epada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan. 

(1 0) Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan engan 
cara menahan emosi manakala m endengar pernyataan dan perilaku 
pengguna jasa layanan ya ng menyin ggung perasaan. 

(11) Kepatuh an sebagaimana dimaksu d p ada ayat (1) huruf j , dilakukan dengan 
cara m enye esaikan keseluruhan k egia tan pelayanan sesuai dengan tan dar 
pela anan dan standar operasion al prosedur u ntuk memen h i tingkat 
kepuasan para pen ggunajasa layanan Perizinan dan Nonperizinan. 

(1 2) Tela an sebagaim ana dimaksud pada aya t (1) huruf k, dilakukan dengan 
cara memberi an contoh p rilaku yang baik kepada rekan kerja m aupun 
kepad a para pengguna ja sa layananPerizinan dan Nonperizinan. 

(13) Kom nikatif sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dilakuk a n dengan 
cara berkom unika s i secara efektif den gan para pengguna jasa layanan pada 
saat memberikan p layan an perizinandan n on perizinan. 

(14) Kreatif s ebagaimana dim aksu pada ayat (1) h u ruf m , dilakuka n dengan 
cara mela kukan in ovasi yang konstruktif dan produ k tif untuk m empercepat 
dan mengoptim alkan pelaksanaan pelayanan Perizinandan Nonperizinan. 

(1 5) Bertanggung jawab sebagaima n a dimaksud pada ayat (1 ) h u ruf n, dilakukan 
sesuai dengan ketentuan pera turan perunda ng-undangan. 

(1 6) Objektif sebagaimana dimaksud pada aya t (1) huruf 0, dilakukan dengan 
cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan 
Perizinandan Non perizinan. 

Pasal4 

(1) Dalarn Pelayanan Perizinan, Penyelenggara PTSP wajib: 
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaraan dan ketetapan tercapainya tujuan 
pelayanan Perizinan; 

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan 
dokumen Perizinan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan dalarn pelayanan Perizinan; 
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c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para 
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
proses pelayanan Perizinan; 

d. menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan dan 
penyalahgunaan keuangan negara dalam pelayanan Perizinan; 

e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi 
dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang 
secara langsung merugikan negara; 

f. cermat; 
g. ramah; 
h. patuh kepada perintah atasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
1. tidak membocorkan informasi danl atau dokumen yang wajib 

dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
J. terbuka dan mengambillangkah yang tepat untuk mengh indari benturan 

kepen tingan; 
k. tidak m enyalahgunakan in formasi, jaba tan dan l a tau kewen angan yang 

d imiliki; 
1. tidak menyimpang dari prosed r; 

. p roaktif; dan 
n. tanggap dan responsif. 

(2) Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) d alam 
melaksanakan tugasnya dilarang: m eminta danl atau menerim a i balan 
dalam bentuk apapun dari pemohon; 
a. m emb rikan fakta, data dan informasi yang tidak ben ar danl a ta segala 

sesuatu yang belum pasti atau diputuskan; 
b. m elakukan pertemuan dan I atau pembicaraan dengan pemoh o , kuasa 

a tau wakilnya baik langsu n g m aupu n tidak langsun g d ·dalam kantor 
ani atau dilu ar ruangan kantor baik dalam jam kerja mau u diluar 

jam kerja yang mengarah kepada tindakan da l ata perb atan yang 
er tentanga n. denga n ka idah, norma atau a turan perundang-u dangan 

yang berlaku; 
c. melakukan tin dakan dan l atau perbuatan d il ar tanggu gjawabnya 

s ebagai Penyel n ggara PTSP danl a tau yang menjadi kewajiban p emohon 
1ZIn ; 

d. men ggunakan fasilita atau sarana kantor untu k kepenting n pribadi, 
kelom pok danl a tau pihak lain; 

e. melaksa nakan proses pelayanan perizinan yan g diskrim inatif; 
f. melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak 

pemohon dalam proses pelayanan perizin an; 
g. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada 

pemohon, kuasa atau wakilnya baik lang ung maupun tidak langsung; 
h. memberikan danl atau menerima , hadiah danl atau imbalan yang 

berkaitan dengan kegiatan Pelayanan Perizinan; 
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1. memberikan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan kepada 
pihak yang berkepentingan sesual dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BABIII 

PENGAWASAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

Pasal5 

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan 
dilakukan oleh pengawas internal; 

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dilakukan oleh; 
a. a ta san langsung pelayan publik perizinan dan nonperizinan atau 

penyelenggara yang bersangkuta n secara beIjenjang; dan 
b. pen gawas fun gsional oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya 

(3) Pe gawas internal sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang member ikan 
Rek m endasi kepada Pejabat berwen ang untuk memberikan sanksi. 

Paragraf 2 

T gas 

Pasal 6 

Pengawas in ternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertuga s m elakukan 
pengawasan pe ilaku Penyelenggara PTSP berdasarkan Kode Etik. 

Paragraf 3 

Kewenangan 

Pasal 7 

(1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwen ang: 
a. melaksanakan pen gawasan 1angsung terhadap perilaku Penyelenggara 

PTSP; 
b. menerima pengaduan atau keluhan dari Penyelenggara PTSP serta dari 

pemohon dan I ata u masyarakat; 
c. mengumpu1kan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi 

terkait pengaduan atau keluh an yang diterima; 
d. mengelola danl atau menganalisis pengaduan atau keluhan yang 

diterima; 
e . melaksanakan pemanggilan terhadap Penyelenggara; 
f. PTSP dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi; 
g. me1aksanakan pemeriksaan atas pengaduan atau keluhan yang diterima; 
h. menilai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik; dan 
1. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawab kepada Bupa ti. 

(2) Laporan Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
bersifat rahasia. 
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Pasal8 

Pengawas internal menyampaikan keputusan hasil sidang internal kepada 
Pejabat Yang Berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi 
kepada Penyelenggara PfSP yang melanggar Kode Etik. 

Paragraf 4 

Tanggung J awab 

Pasal9 

Pengawas in tern a l sebagaim ana dimaksu d dalam Pa sal S berta nggung jawab 
atas: 
a. ter aksananya pengawasan perilaku Penyelenggara PfSP berdasarkan Kode 

Etik s e bagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 
b. terlaksa nanya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 2 

pada setiap pelayanan Perizinan; dan 
c. terwuju nya transparasi dan akunta bilitas penyelesaian pengad an atas 

perilaku pelanggaran Kode Etik. 

BAB IV 

SANKS 

Pa sal l 0 

(1) Pe1anggaran terh adap Etika Pelayanan sebagaim ana d ·mak ud dalam Pasal 
2 diken akan: 
a. sa nksi m oral;danj a tau 
b. sanksi a dm inistratif. 

(2) Sanksi m ora l s bagaim ana dim aksud pada ayat (1) huruf a me1ipu ti : 
a. permohonan maaf secara lisan; 
b. perm ohonan m aaf secara tertu lis;danj atau 
c. pernya taan penyesalan . 

(3) Sanksi administrative sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis ; 
c . pernyataan tidak puas; 
d. pemberhentian secara sepihak;dan 
e. sanksi administratif lainnya sesu ai dengan aturan Disiplin PNS. 

(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a 
sampai dengan huruf d dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah 
mendapat rekomendasi dari Pengawas internal. 

(5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d dilakukan 
kepada Pegawai Non PNS di lingkungan Perangkat Daerah. 

(6) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e dilakukan 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas usulan Kepala Perangkat 
Daerah berdasarkan rekomendasi dari Pengawas Internal. 
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BABV 

PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundan gkan di Si gaparna 

pada tangga l 25 

IS DAERAH 

TASIKMALAYA, 

NIP. 19680608 1994 12 1 00 3 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 8~ 
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